
LAMPIRAN V

LAMPIRAN

KEPUTUSAN KEPALA SATUAN POLISI PAMONG PRAJA KABUPATEN KAPUAS HULU NOMOR xxxxxx TAHUN 2019

TENTANG INDIKATOR KINERJA UTAMA SATUAN POLISI PAMONG PRAJA KABUPATEN KAPUAS HULU

: Menegakan Peraturan Daerah dan Menyelenggarakan Ketertiban Umum dan Ketenteraman Masyarakat serta Perlindungan Masyarakat

: Dalam melaksanakan tugas Polisi Pamong Praja Kabupaten Kapuas Hulu mempunyai fungsi :

-

- Pelaksanaan kebijakan perlindungan masyarakat dan Peraturan Kepala Daerah;

- Pelaksanaan kebijakan penyelenggaraan ketertiban umum dan ketenteraman masyarakat di Daerah;

- Pelaksanaan kebijakan perlindungan masyarakat;

-

- Pengawasan terhadap masyarakat, aparatur, atau badan hukum agar mematuhi  dan mentaati Perda dan Peraturan Kepala Daerah; dan

- Pelaksanaan tugas lainnya yang diberikan oleh Kepala Daerah.

SASARAN 

RENSTRA OPD

1 3 4 6

1
Ʃ pelanggaran perda dan/atau peraturan kepala 

daerah yang diselesaikan di tahun bersangkutan

Ʃ pelanggaran perda dan/atau peraturan kepala 

daerah yang di laporkan dan/atau dipantau di tahun 

bersangkutan

Ʃ Pelanggaran K3 yang Terselesaikan 

Pembina Utama Muda

NIP. 19691112 199010 1 001

Meningkatnya 

Kondusifitas 

Ketentraman dan 

Ketertiban Masyarakat 

Kabupaten Kapuas 

Hulu

Tugas

Fungsi

2

PENJELASAN FORMULASI / CARA PERHITUNGAN

Persentase Penegakan Perda dan 

Peraturan Kepala Daerah

Persentase Tingkat Penyelesaian 

Pelanggaran K3 (Ketertiban, 

Ketentraman dan Keindahan)

Penyusunan program dan pelaksanaan penegakkan Peraturan Daerah, penyelenggaraan ketertiban umum dan ketenteraman masyarakat serta perlindungan 

masyarakat;

Ʃ Pelanggaran K3 yang Terdata
100%X

Berita Acara 

Pemeriksaan

Putussibau,             Desember 2018

KEPALA SATUAN POLISI PAMONG PRAJA

KABUPATEN KAPUAS HULU,

RUPINUS, S.Sos., M.Si.

INDIKATOR KINERJA UTAMA

SATUAN POLISI PAMONG PRAJA KABUPATEN KAPUAS HULU

SASARAN

100%
Berita Acara 

Pemeriksaan

5

X

SASARAN 

RPJMD YANG 

DITUJU

NO INDIKATOR KINERJA SUMBER DATA

Pelaksanaan koordinasi  penegakan Perda dan Peraturan Kepala Daerah, penyelenggaraan ketertiban umum dan ketenteraman masyarakat dengan 

Kepolisian Negara Republik Indonesia, Penyidik Pegawai Negeri Sipil Daerah, dan/atau aparatur lainnya;

MEMPERKUAT 

PERTUMBUHAN 

EKONOMI 

KERAKYATAN 

YANG 

BERTUMPU 

PADA SUMBER 

DAYA DAERAH 

YANG 

BERKELANJUTA

N


